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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang

perlindungan hukum bagi peserta jaminan pensiun berdasarkan
penyelenggaraanjaminanpensiunPeraturanPemerintahNomor45Tahun
2015danuntukmengetahuitentangbagaimanasinkronisasipengaturan
antaraPeraturanPemerintahNomor45Tahun2015denganJaminanHari
Tuaprogram BadanPenyelenggaraJaminanSosialKetenagakerjaandan
Undang-Undang Sistem Jaminan SosialNasional.Penelitian iniadalah
penelitianhukum normatifdenganmenggunakanpendekatanperundang-
undangan,pendekatan konseptual.Hasilpenelitian daripembahasan
adalahperlindunganpadamasapensiuntelahdiaturdenganjelasdalam
PeraturanPemerintahNomor45Tahun2015TentangPenyelenggaraan
Jaminanpensiun,antaralainperlindungandalam halperusahaanwajib
mendaftarkanpekerjanyadalam program jaminanpensiun,apabilatidak,
diwujudkan dengan pemberian sanksiadministratif bagiperusaahan
tempatpesertabekerja,danjugaperlindunganberupahak-hakpeserta
terkaitdenganperhitungan,perubahandatapenerimamanfaatdanmasa
iurjugasudahdiaturdenganjelas.

KataKunci:PerlindunganHukum,PesertaJaminanPensiun,Peraturan
Pemerintah45Tahun2015.

LegalProtectionOfPensionGuaranteeMemberBasedOnThe
ImplementationOfAPensionGuaranteeProgram (GovermentRegulation
Number45Of2015)

ABSTRACT
This research aims to explanation oflegalprotection forpension

guaranteemembersbasedontheGovernmentRegulationNumber45of
2015concerningtheimplementationofapensionguaranteeprogram and
how to synchronize the arrangementbetween GovernmentRegulation
Number45of2015andtheOldAgeSecurityProgram oftheManpower
NationalSocialSecurityAdministration Bodyand theLaw on National
SocialSecuritySystem.Themethodofthisresearchisnormativelegal
researchusingstatuteandconceptualapproach.Theresultofthisresearch
isthatprotectionforpensionhasbeenregulatedinGovernmentRegulation
Number45of2015concerningPensionSecurityAdministration,among
otherprotectionincompanymustregisteritsemployeeinthepension
securityprogram,ifnot,thecompanywillbesubjectto administrative
sanction.Inaddition,protectionintheform ofmemberrightsrelatedto
calculation,changesinbeneficiarydataandcontributionperiodhavebeen
alsoclearlyregulated.Theheirsofthemembershavealsobeendesignated
as beneficiaries,both forsingle and marriage participants,and the



calculationofthebeneficiaryhasalsobeenadjusted.

Keywords:LegalProtection,PensionSecurityMember,Goverment
RegulationNumber45Of2015.
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I.PENDAHULUAN

Dalam halinijaminansosialpensiunmenjadipilarutamauntuk

mewujudkankesejahteraantenagakerjapascatidakproduktif.Karena

setiap manusia memilikihak untuk mendapatkan jaminan sosial

sebagaimana yang diaturdalam Pasal22 jo.Pasal25 Deklarasi

UniversalHakAsasiManusiaPerserikatanBangsa-BangsaTahun1948,

disebutkan bahwa: “Setiap orang,sebagai anggota masyarakat,

mempunyai hak atas jaminan setiap orang, sebagai anggota

masyarakat mempunyai hak atas jaminan sosial: dalam hal

menganggur,sakit,cacattidakmampubekerja,menjanda,haritua.

Selanjutnya,padatahun2004pemerintahjugamenerbitkanUndang

-Undang Nomor40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasionalyang selanjutnya disebutUndang-Undang Sistem Jaminan

Sosial Nasional. Undang- Undang tersebut berkaitan dengan

AmandemenUUD1945yangke-4tentangperubahanPasal34ayat(2),

yangkiniberbunyi:“Negaramengembangkansistem jaminansosial

bagiseluruhrakyatdanmemberdayakanmasyarakatyanglemahdan

tidakmampusesuaidenganmartabatkemanusiaan.”Makadengan

klausulapasaltersebutbahwaUndang-UndangSistem JaminanSosial

Nasionaltelah mengadopsidan mengimplementasikan kepentingan

para rakyatterkhusus bagipara pekerja berstatus tidak akifyang

dinyatakanpensiunakibattelahmencapaiusia57(limapuluhtujuh)

tahunberdasarkanPasal15ayat(2)PeraturanPemerintahNomor45

Tahun2015tentangPenyelenggaraProgram JaminanPensiun.Dalam

halinipemerintah membuataturan mengenaijaminan inimelalui
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Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk

menyelanggarakanasasperlindungankepadamasyarakatyangsecara

legal1.

Namunkenyataannya,KementerianKetenagakerjaan(Kemenaker)

mengonfirmasikabaradanya perusahaan yang belum menjalankan

seluruh ketentuan BPJS Ketenagakerjaan. Sepanjang 2017, tim

pengawasKemenakerdanBPJSKetenagakerjaansudahmemeriksa71

perusahaansepanjang2017.

.Berdasarkanlatarbelakangdiatas,makarumusanmasalahyang

dibahasyaitu1)Bagaimanakahperlindunganhukum terhadappeserta

jaminan pensiun berdasarkan penyelenggaraan Program Jaminan

Pensiun(PP Nomor45Tahun2015).2)Bagaimanakahsinkronisasi

pengaturanPeraturanPemerintahJaminanpensiundanJaminanHari

Tua dengan Undang-Undang Sistem Jaminan SosialNasionaldan

Undang-UndangBadanPenyelenggaraJaminanSosial.

Penelitian ini bertujuan yaitu untuk menjelaskan tentang

perlindungan hukum bagi peserta jaminan pensiun berdasarkan

penyelenggaraan jaminan pensiun Peraturan Pemerintah Nomor45

Tahun2015danbagaimanasinkronisasipengaturanantaraPeraturan

PemerintahJaminanpensiundanJaminanHariTuadenganUndang-

UndangSistem JaminanSosialNasionaldanUndang-UndangBadan

Penyelenggara Jaminan Sosial. Manfaat penelitian ini dapat

bermanfaatbagimasyarakatataupihakyangberkepentinganberupa

sumbanganpemikirandalam bidanghukum perdatakhususnyadalam

perlindungandibidanghukum ketenagakerjaanterkaitjaminanpensiun

1Zaelani,“KomitmenPemerintahdalam PenyenggaranJaminanSosialNasional”,Journal
LegislasiIndonesiaVol.9No.2-Juli,2012,h.192-193
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berdasarkanPeraturanPemerintahNomor45Tahun2015.

Sesuaidengan apa yang dipaparkan pada latarbelakang dan

rumusanmasalah,ruang lingkup hanyaterbataspadaperlindungan

hukum terhadap peserta jaminan pensiun berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015,dan bagaimana sinkronisasi

pengaturanPeraturanPemerintahJaminanPensiundenganJaminan

HariTuadanUndang-Undang Sistem JaminanSosialNasionaldan

Undang-UndangBadanPenyelenggaraJaminanSosial.Penelitianini

merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode

pendekatanperundang-undangan(StatueApproach)dan,pendekatan

konseptual(ConceptualApproach).Jenisbahanhukum yangdigunakan

adalahbahanhukum primer,sekunderdantersier.Teknikpengumpulan

bahanhukum yangdigunakanadalahteknikdatakepustakaan.Artinya

dengan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa peraturan

perundang- undangan,dokumen,literatur,dan karya tulis yang

berhubungandenganmateripenelitian..

Adapun rumusan masalah dalam penelitian inimeliputi(1)

Bagaimana perlindunganhukum terhadappesertajaminanpensiun

berdasarkan penyelenggaraan program jaminan pensiun Peraturan

PemerintahNomor45Tahun2015,(2)Bagaimanakahsinkronisasi

pengaturanPeraturanPemerintahJaminanpensiundanJaminanHari

Tua dengan Undang-Undang Sistem Jaminan SosialNasionaldan

Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk

menjawab permasalahan tersebut maka jenis penelitian yang

digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode

pendekatanperaturanperundang-undangan,pendekatankonseptual.

Sedangkanjenisdansumberdatayangdigunakanadalahdataprimer,
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datasekunder,dandatatersier,teknikpengumpulandatadanbahan

hukum adalahkepustakaan
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II.PEMBAHASAN

A. PerlindunganHukum TerhadapPesertaJaminanPensiunBerdasarkan

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (PP Nomor45 Tahun

2015)

Perlindunganberasaldarikatadasar“lindung”yangmempunyai

artimengayomi,mencegah,mempertahankan,danmembetengi.2Kata

lindungyangmendapatawalanper-danakhiran-anmenjadisuatu

bentuk kerja sehingga menjadiperlindungan yang artinya suatu

perbuatanmelindungi,mengayomi,mencegah,mempertahankandan

membentengi.Selanjutnyapengertianhukum adalahMenurutSatjipto

Rahardjo,perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman

terhadaphakasasimanusiayangdirugikanoranglaindanperlindungan

itudiberikankepadamasyarakatagardapatmenikmatisemuahak-hak

yangdiberikanolehhukum.3

DengandibentuknyaUndang-UndangNomor3Tahun1992tentang

JaminanSosialTenagaKerjapemerintahmembentuk(JAMSOSTEK)

danmelaluiPPNomor36tahun1995ditetapkannyaPT.Jamsostek

sebagaiBadanPenyelenggaraJaminanSosialTenagaKerja.Program

Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi

kebutuhan minimalbagitenaga kerja dan keluarganya,dengan

memberikankepastianberlangsungnyaaruspenerimaanpenghasilan

keluarga sebagaipenggantisebagian atau seluruhnya penghasilan

yanghilang,akibatrisikososial.

Kehadiran Jaminan Pensiun dan Jaminan HariTua sebagai

2KamusBesarBahasaIndonesia(KBBI)Online,diaksesdarihttps://kbbi.web.id/,pada
tanggal10Oktober2020,pukul07.15wita.

3SatjiptoRahardjo,IlmuHukum,PT.CitraAdityaBakti,Bandung,2000,h.54
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program wajib bagisemua pekerja diharapkan menjadiinstrumen

perlindunganriilbagipekerjaketikamemasukimasapensiun,sesuai

amanatPasal39 Ayat(2)Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial

Nasionalyangmenyatakan,"Jaminanpensiundiselenggarakanuntuk

mempertahankan derajatkehidupan yang layak pada saatpeserta

kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasukiusia

pensiunataumengalamicacattotaltetap”

Sampaisaatini,PT.Jamsostek(Persero)dalam haliniBadan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan

perlindungan 5 program, yang mencakup Program Jaminan

KecelakaanKerja(JKK),JaminanKematian(JKM),JaminanHariTua

(JHT)dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)bagiseluruh

tenaga kerja dan keluarganya dan yang terbaru sekarng adalah

JaminanPensiun.

Pasal34ayat(2),yangberbunyi:“Negaramengembangkansystem

jaminansosialbagiseluruhrakyatdanmemberdayakanmasyarakat

yanglemahdantidakmampusesuaidenganmartabatkemanusiaan.”

MakadenganklausulapasaltersebutbahwaUndang-UndangSistem

JaminanSosialNasionaltelahmengadopsidanmengimplementasikan

kepentinganpararakyatterkhususbagiparapekerjaberstatustidak

akifyangdinyatakanpensiunakibattelahmencapaiusia57(limapuluh

tujuh)tahun berdasarkan Pasal15 ayat(2)Peraturan Pemerintah

Nomor45 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan

Pensiun.

Jaminan Pensiun adalah hak pekerja yang pensiun setelah

memenuhimasaiur.EsensiJaminanPensiunadalahuntukreduksi

kemiskinan dalam jangka panjang sebagaibagian dariMillenium

DevelopmentGoals(MDG’s)atauPencapaianTujuanPembangunan
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Milenium (TPM). Hal ini juga berujuan jangan sampai terjadi

kemiskinan lansia dimasa datang diIndonesia,untuk itu perlu

dilakukanregulasipreventifuntukreduksi/pencegahankemiskinan.

Setiap orang dan atau keluarganya memerlukan adanya

kesinambunganpenghasilan,baikselamaiabekerja(menerimagaji)

maupun setelah ia pensiun (menerima manfaat pensiun).

Kesinambunganpenghasilandapatdipandangsebagaisuatuproses

pengalihan sebagian daripenghasilan (menabung)selama masa

produktif (bekerja) ke masa tidak produktif (pensiun), atau

consumptionsmoothing.

SelanjutnyapadaPasal2 pesertaJaminanPensiunterdiridari

pekerjayangbekerjapadapemberikerjapenyelenggaranegaradan

pekerjayangbekerjapadapemberikerjaselainpenyelenggaranegara.

Ketentuan mengenaipekerja yang bekerja pada pemberikerja

penyelenggara negara sudah diaturdengan peraturan pemerintah,

sedangkankepesertaanpekerjayangbekerjakepadapemberikerja

selainpenyelenggaranegarawajibmendaftarkanseluruhpekerjanya

kepadaBPJSKetenagakerjaansebagaipesertaJaminanPensiun(JP).

Kepesertaanprogam JaminanPensiunberlakuketikapekerjasudah

terdaftar dan iuran pertama sudah dibayarkan kepada BPJS

Ketenagakerjaan.

Selain itu pekerja yang didaftarkan oleh pemberikerja yang

mempunyaiusia paling banyak 1 bulan sebelum memasukiusia

pensiun.Usiapensiununtukpertamakaliditetapkan56Tahundan

mulai1Januari2019usiapensiunmenjadi65Tahundanselanjutnya

bertambah1Tahununtuksetiap3Tahunberikutnyasampaimencapai

usia pensiun 56 Tahun. Dalam hal ini pemberi kerja harus

mendaftarkandirinyakepadaBadanPenyelenggaraJaminanSosial
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Ketenagakerjaandanpekerjawajibmemberitahukankepesertaannya

kepadapemberikerjatempatkerjabarudenganmenunjukankartu

pesertaBadanPenyelenggaraJaminanSosialKetenagakerjaanyang

akanditeruskankepesertaannya.

SelanjutnyaDalam Pasal4Ayat(1)PeraturanPemerintahNomor

45 Tahun 2015 menyebutkan bahwa “Pemberi Kerja selain

penyelenggaranegarawajibmendaftarkanseluruhPekerjanyakepada

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai

Peserta sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan

peraturanperundang-undangan”.

Selanjutnyadalam pasal5Ayat(4)Menyebutkanbahwa“Dalam

halverifikasisebagaimana dimaksud pada ayat(3)membuktikan

PemberiKerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalaitidak

mendaftarkan Pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat(1),

PemberiKerja selain penyelenggara negara dikenaisanksisesuai

denganketentuanperaturanperundang-undangan”

Dalam Pasal5 Ayat(5)menyebutkan bahwa “Selain sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemberi Kerja selain

penyelenggara negara wajib memungutdan menyetorIuran yang

menjadikewajiban Pekerja dan membayar Iuran yang menjadi

kewajibanPemberiKerjaselainpenyelenggaranegarakepadaBPJS

Ketenagakerjaan”

Untukmengantisipasiapabilaperusahaantelatmembayariuran

pegawainya,BPJS Ketanagakerjaan juga telah menerapkan PRS

(PaymentReminderSystem)sebuahsistem yangakanmengirimkan

pesan singkat kepada peserta untuk mengingatkan saatnya

pembayaranbulanan.Sistem inidinilailebihefektifuntukmencegah

terjadinyapenunggakaniurandibandingmemberikansurattunggakan.
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Padapoinb.penerimamanfaatpensiunadalah1(satu)orangistri

atausuamiyangsahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-

undangan.Manfaatyangditerimaadalahberupauangtunaibulanan

yangdiberikankepadajanda/dudayangmenjadiahliwaris(terdaftardi

BPJSKetenagakerjaan)sampaidenganmeninggalduniaataumenikah

lagi,dengankondisipeserta:meninggalduniabilamasaiurkurangdari

15tahun,dimanamasaiuryangdigunakandalam menghitungmanfaat

adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhiminimal1 tahun

kepesertaandandensityrate80% ataumeninggalduniapadasaat

memperolehmanfaatpensiunMPHT.Diaturlebihlanjuttentangbesar

jumlahmanfaatyangakanditerimapadapasal21ayat(1-5).

Anak-anakdaripesertajaminanpensiunjugamerupakanpenerima

manfaatyangdiaturdalam poincpasal14ayat(1)yaitumenerima

manfaatberupauangtunaibulananyangdiberikankepadaanakyang

menjadiahliwarispeserta(maksimal2oranganakyangdidaftarkan

padaprogram pensiun)sampaidenganusiaanakmencapaiusia23

(duapuluhtiga)tahun,ataubekerja,ataumenikahdengankondisi

pesertameninggalduniasebelum masausiapensiunbilamasaiur

kurangdari15tahun,masaiuryangdigunakandalam menghitung

manfaatadalah15tahundenganketentuanminimalkepesertaan1

tahundanmemenuhidensityrate80% dantidakmemilikiahliwaris

janda/duda atau meninggaldunia pada saatmemperoleh manfaat

pensiun MPHT dan tidak memilikiahliwaris janda/duda atau

Janda/duda yang memperoleh manfaatpensiun MPHT meninggal

dunia.Terkaitdenganperhitunganjumlahmanfaatpensiunyangakan

diterimatelahdiaturlebihlanjutdalam pasal22ayat(1-5).

Dalam pasal14ayat(1)poina.Penerimamanfaatpensiunadalah

pesertajaminanpensiunsendiribesaranmanfaatyangditerimadiatur
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lebihlanjutdalam pasal19.

a.ManfaatPensiunharituaditerimaPesertayangtelahmencapai

UsiaPensiundantelahmemilikiMasaIurpalingsingkat15(limabelas)

tahunyangsetaradengan180(seratusdelapanpuluh)bulan.

b.BesarManfaatPensiun haritua dihitung dengan formula

ManfaatPensiunsebagaimanadimaksuddalam Pasal17ayat(2).

c.HakatasManfaatPensiunharituadiperhitungkanmulaitanggal

1bulanberikutnyasetelahPesertamencapaiUsiaPensiun.

d.HakatasManfaatPensiunharituaberakhirpadasaatPeserta

meninggaldunia.

Dalam Pasal15 Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun menyebutkan

bahwa:

a.Untukpertama kaliusia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh

enam)tahun.

b.Mulai1Januari2019,usiapensiunsebagaimanadimaksud

padaayat(1)menjadi57(limapuluhtujuh)tahun.

c.Usiapensiunsebagaimanadimaksudpadaayat(2)selanjutnya

bertambah1(satu)tahununtuksetiap3(tiga)tahunberikutnya

sampaimencapaiusiapensiun65(enam puluhlima)tahun.

Contohperhitungannya.PekerjaAmeninggalduniapadaAgustus

2030,denganmasaiur15,08tahun(181bulan).Ketikameninggal,A

masihberstatuslajang.KarenaAmemilikimasaiurlebihdari15tahun,

makaorangtuaahliwarisAakanmenerimamanfaatpensiunorangtua

secarabulanandenganperhitungansebagaiberikut:

Rata−RataUpahTertimbang=

1.833.597.005
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(12 15,08)=10.130.370

ManfaatBulanan(MB)tahun1=20%x1%x(masaiur/12)xrata-

rataupahtertimbangselamamasaiur

=20%x1%x(181/12)x10.130.370

=3,02%x10.130.370=305.60

Karenamanfaatminimum tahun2030diperkirakansebesar

710.000, maka orangtua A menerima manfaat bulanan sebesar

Rp.710.000.MBtahun2danseterusnya=MBtahunsebelumnyax(1+

Inflasitahunsebelumnya)

Jikainflasipadatahun2030adalah4,75%,makamanfaatbulanan

tahunkeduayangditerimapesertaApadatahun2031adalahsebesar:
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MBtahunkedua= MB tahun sebelumnya x(1 + Inflasitahun

sebelumnya)

= 710.000x(1+4,75%)=710.000x1,0475

= Rp.743.725

Bagaimana apabila terjadiperselisihan antara ahliwaris peserta

jaminanpensiun?Halinijugatelahdiaturdalam pasal14ayat(6)yaitu

“dalam halterjadiperselisihan penetapan ahliwaris yang berhak

menerimaManfaatPensiun,penetapanahliwarisdiselesaikansecara

musyawarah antarahliwaris”apabila halinitidakbisa diselesaikan

secara musyawarah diatur lebih lanjut pada ayat (7) “Dalam hal

musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat(6) tidak tercapai,

perselisihanpenetapanahliwarisdiselesaikanmelaluipengadilan”

Selanjutnya,manfaatjaminanpensiuninitidakhanyabisadinikmati

olehtenagakerjayangmemangsudahmencapaiusiapensiunsesuai

denganyangditetapkan.Akantetapi,tenagakerjayangmengalamicacat

totaltetapakanmendapatmanfaatpensiuncacat.Sesuaidenganyang

ditetapkanpadapasal20Ayat(1)“ManfaatPensiuncacatditerimaoleh

Peserta yang mengalamiCacatTotalTetap sebelum mencapaiUsia

Pensiun”

Uangtunaibulananyangakandiberikankepadapeserta(kejadianyang

menyebabkancacattotaltetapterjadipalingsedikit1bulanmenjadi

pesertadan rateminimal80%)yang mengalamicacattotaltetap di

akibatkan kecelakaan dan tidak dapatbekerja kembaliatau akibat

penyakitsampaimeninggaldunia.Manfaatpensiunkarenacacatiniakan

diberikansampaidenganpesertameninggalduniaataupesertabekerja

kembali.Keteranganlebihlanjuttelahdiuraikandalam pasal20ayata(1-

7).
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Maknadariketentuantersebut,adalahbahwabatasusiatimbulnya

hak untuk memperoleh manfaatpensiun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal1angka3PeraturanPemerintahNomor45Tahun2015

adalahpadasaattenagakerja(pesertaprogram jaminanpensiun)

telahmencapaiumur56(limapuluhenam)tahunatauumurtertentu

pada tahun-tahun berikutnya sesuaidengan perkembangan masa

kelipatantiga-tahunansebagaimanadimaksudPasal15ayat(2)dan(3)

PeraturanPemerintahNomor45Tahun2015aquo.

Pasal35menyebutkanbahwa“Dalam halBadanPenyelenggara

Jaminan SosialKetenagakerjaan terlambatmembayarkan hakatas

ManfaatPensiundariPesertadikenakansanksiadministratifberupa

dendasebesar2% (duapersen)setiapbulandarinilainominalyang

seharusnyaditerimaPeserta,JandaatauDuda,Anak,atauOrangTua”

B.SinkronisasiPengaturanPeraturanPemerintahTentangJaminanPensiun

dan Peraturan Pemerintah Tentang Jaminan HariTua dengan Undang-

Undang Sistem Jaminan SosialNasionaldan Undang-Undang Badan

PenyelenggaraJaminanSosial

Sinkronisasisecaravertikalbertujuanuntukmelihatapakahsuatu

peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagisuatu bidang

kehidupantertentutidaksalingbertentanganantarasatudenganlainnya

apabiladilihatdarisudutvertikalatauhierarkiperaturanperundang-

undangan yang ada.Analisis sinkronisasisecara vertikaldilakukan

antaraUndang-UndangNomor40Tahun2004tentangSistem Jaminan

SosialNasional,Undang-Undang-Undang-UndangNomor24Tahun2011

Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosialdengan Peraturan

Pemerintah Nomor45 Tahun 2015 Tentang Jaminan Pensiun dan

PeraturanPemerinahNomor46Tahun2015TentangJaminanHariTua.
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Padatanggal17Februari1992lahirlahUndang-undangNomor3

Tahun 1992 tentang Jaminan SosialTenaga Kerja.Kemudian pada

tahun2004,lahirlahUndang-undangNomor40Tahun2004tentang

Sistem Jaminan SosialNasional.Dalam undang-undang tersebut

terdapatbeberapaaturanyangsifatnyalebihkhususdaripadaUndang-

undangNomor3Tahun1992tentangJaminanSosialTenagaKerja.

Pada tahun 2011 pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang

Nomor24Tahun2011tentangBadanPenyelenggaraJaminanSosial

dengantujuansebagaipelaksanadariSistem JaminanSosialNasional

dalam Undang-undangNomor40Tahun2004.4

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu

mensinkronisasikanpenyelenggaraanPeraturanPemerintahNomor45

Tahun2015TentangJaminanPensiundanPeraturanPmerintahNomor

46Tahun2015TentangJaminanHariTuayangmerupakanprogram

dari BPJS Ketenagakerjaan sebagi bentuk jaminan sosial yang

dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agardapatmenjangkau

kepesertaanyanglebihluassertamemberikanmanfaatyanglebihbesar

bagisetiappeserta.

Sinkronisasi tersebut dikaitkan dengan beberapa aspek

pengaturanyang serupa,yaitu:a)PengertianatauDefinisi:Undang-

Undang Jaminan SosialNasionalmemberikan definisimengenai

JaminansosialPasal1ayat(1)Undang-UndangSistem JaminanSosial

Nasional“Jaminansosialadalahsalahsatubentukperlindungansosial

untukmenjaminseluruhrakyatagardapatmemenuhikebutuhandasar

hidupnyayanglayak”lebihlanjut,dalam pasal3dikemukakanbahwa

“SJSN bertujuanuntukmemberikanjaminanterpenuhinyakebutuhan

dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota

4AdeCandra,DinamikaPenyusunanUndang-UndangNo.40Tahun2004tentangSistem
JaminanSosialNasional(SJSN),PenerbitGavaMedia,Yogyakarta,2010,hlm 2.
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keluarganya”

Dalam pasal 1 ayat Undang-Undang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosialmenyebutkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

yangselanjutnyadisingkatBPJSadalahbadanhukum yangdibentuk

untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ini merupakan

pelaksanaandariPasal5ayat(1)danPasal52Undang-UndangNomor

40Tahun2004tentangSistem JaminanSosialNasional.PadaPasal3

Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosialmenyebutkan

bahwaBPJSbertujuanuntukmewujudkanterselenggaranyapemberian

jaminanterpenuhinyakebutuhandasarhidupyanglayakbagisetiap

Pesertadan/atauanggotakeluarganya.

Sesuaidenganpengertiannya,padapasal1 ayat(1)Peraturan

PemerintahNomor45Tahun2015TentangPenyelenggaraanProgram

Jaminan Pensiun “Jaminan Pensiun adalah jaminan sosialyang

bertujuanuntukmempertahankanderajatkehidupanyanglayakbagi

pesertadan/atauahliwarisnyadenganmemberikanpenghasilansetelah

peserta memasukiusia pensiun,mengalamicacattotaltetap,atau

meninggaldunia.

Pasal1ayat(1)PeraturanPemerintahNomor46Tahun2015

TentangJaminanHariTua,JaminanHariTuaadalah“JaminanHariTua

yang selanjutnya disingkatJHT adalah manfaatuang tunaiyang

dibayarkan sekaligus pada saatpeserta memasukiusia pensiun,

meninggaldunia,ataumengalamicacattotaltetap”

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut, merujuk kepada

pengertian jaminan sosialUndang-Undang Sistem Jaminan Sosial

NasionaldanjugatujuandibentuknyaBadanPenyelenggaraJaminan

Sosial(Undang-UndangNomor24Tahun2011)yangdimana,jaminan

sosialberfungsiuntuk mempertahankan derajathidup tenagakerja
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bahkanketikasudahdiusiayangtidaklagiproduktiflagiuntukbekerja,

begitu juga untuk pekerja yang mengalamicacattotaltetap atau

meninggaldunia.Perlindungan tersebutbukan hanya diperuntukkan

untuk peserta saja,akan tetapijuga untuk ahliwaris,jaditetap

memberikanrasaamanterhadappesertadanahliwarisnya,halinijuga

merupakan filosofidariBadan Penyelenggara Jaminan Sosialyaitu

Jamsostek dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk

mengatasirisikososialekonomi.Kemandirianberartitidakbergantung

pada orang lain dalam membiayaiperawatan pada waktu sakit,

kehidupandiharituamaupunkeluarganya,bilameninggaldunia.Harga

diriberartijaminantersebutdiperolehsebagaihakdanbukanbelas

kasihanoranglain.

III.PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkanuraianpenyusuntersebutdiatas,makapenyusun

menarik kesimpulan,perlindungan hukum bagipeserta Jaminan

Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sesungguhnyasudah diatursecara

eksplisitdalam Undang-Undang Sistem Jaminan SosialNasional,

Undang-UndangBadanPenyelenggaraJaminanSosial,dankhusunya

dalam PeraturanPemerintahNomor45Tahun2015TentangJaminan

Pensiun Wujudnya adalah pihakBPJS Ketenagakerjaan wajib hasil

akumulasiperhitunganselamamasaiur.Perlindunganberupahak-hak

pesertaterkaitdenganperhitungan,perubahandatapenerimamanfaat

danmasaiurjugasudahdiaturdenganjelas,Paraahliwarisdari

pesertajugasudahditetapkansebagaipenerimamanfaat,baikuntuk

peserta yang sudah berkeluarga,atau yang masih lajang,dan
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perhitungan penerimaannya juga sudah disesuaikan Permasalahan

mendatang terkait dengan terlambatnya BPJS Ketenagakerjaan

memberikanhakpesertapensiunjugasudahdiaturdenganjelas.

SinkronisasiPengaturanPeraturanPemerintahtentangJaminan

Pensiun,Peraturan Pemerintah tentang Jaminan HariTua dengan

Undang-UndangSistem JaminanSosialNasionaldanUndang-Undang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosialjika dilihatsecara vertikal,

PeraturanPemerintahtentangJaminanPensiunsudahsesuaiterkait

dengantatacarapelaksanaan,mekanisme,pengaturantentangusia,

dan bagaimana cara pencairan.Namun haliniberbeda dengan

Jaminan HariTua pertentangan aturan diUndang-Undang Sistem

JaminanSosialNasionaldenganimplementasipembayaranjaminan

harituakepadapekerjayangterteradalam Pasal37ayat(3)Undang-

UndangSistem JaminanSosialNasionaldenganperaturanpelaksana

dalam haliniPeraturanPemerintahNomor46Tahun2015tentang

JaminanHariTua.yangbekerjapadapukul23.00sampaidenganpukul

05.00dalam kondisihamil.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas,adapun saran yaitu penyusun

Pengaturan terhadap perubahan‐perubahan yang mungkin terjadidi

kemudianharussebaiknyadiatursekarangmelaluiautomaticbalancing

mechanism denganpemberitahuanjauhsebelum perubahan‐perubahan

itu dilakukan.Halinidimaksudkan agarpara pihak siap sekaligus

menghindari perdebatan para pihak dengan kepentingan yang

berbeda‐bedadanketergantunganpadakeputusan‐keputusanpolitik.

Perubahan‐perubahandimaksudterdiridari,antaralainpeningkatanusia

pensiun secara bertahap dan otomatisyang dipengaruhioleh rasio

ketergantungan penduduk,tingkatinflasisebagaidasarpeningkatan



xviii

manfaatpensiun,perubahanbatasataspenghasilandasarpensiunyang

dipengaruhioleh rata‐rata upah secara nasional,peningkatan iuran

secarabertahapdanotomatissetelahmelewatisuatumasatertentu,

danlain‐lain.
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